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SOP
KESEKRETARIATAN

UMUM & KEUANGAN
SEBELUM DIREVISI



NI O s L WSO DU TUZU LD

{ Tanggal Pembuatan | : [ 01 Desember 2016

Tanggal Revisi D -
Sarolangun T{inggal Efektif : | Ol Januari ZU'E? .

Jambi - Indonesia Disahkan oleh : | Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

10. SOP SUB. BAG. UMUM DAN KEUANGAN — TATA PERSURATAN (SURAT MASUK)

FENGAUILAN NEGERI

SAROLANGUN KLAS Ii

Komplek perkantoran Gunung Kembang J

Kualifikasi Pelaksana :

1. S1-Hukum
2.SLTA

Dasar Hukum :

1. Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VII/2007

2. Pola Klasifikasi Surat MA-RI (Buku )

3. Peraturan Sekretaris Mahakamah Agung RI No. 002 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Slandar Oprasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya

4. Perma No. 7 Tahun 2015 TentangQrganisasidan Tata
KerjaKepaniteraandanKesekretariatanPeradilan

Peralatan/Perlengkapan :

Komputer, Jaringan Internet dan buku-buku referensi
Pencatatan dan Pendataan :

Regisier surat masuk

Keterkaitan : )

1. SOP Kesekretariatan
2. SOP semua bagian

Peringatan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka administrasi
persuratan tidak terlaksana dengan baik dan akan menghambat
SOP Kepaniteraan sehingga mengganggu proses penyelesaian

perkara.
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas KaSubag KeNw | ; Sekreta | Persyaratan/ |
Uné:r: & Staff Kokl Panitera e Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima dan Surat Masuk, Tersedianya
membaca surat ( __)\ ATK surat masuk
masuk ) yang siap

disortir dan
diteliti

2 Meneliti surat / Surat Masuk, Tersedianya
masuk ATK surat masuk

> yang siap
\ disortir

3 Mensortir surat | Surat Masuk, Tersedianya

masuk ATK surat masuk
yang sudah
. disortir dan

¥ diteliti

4 Mencatat seluruh Surat Tersedianya
surat masuk ke r Masuk,Buku buku agenda
agenda | Agenda Surat surat masuk

Masuk, ATK, yang sudah
1 terisi data surat
masuk

5 | Mengetik lembar v Form hari [Tersegianya —
disposisi disposisi,Buku surat disposisi

Agenda surat
l masuk , Surat
1 Masuk, ATK,

6 Mendisposisi H Surat disposisi, | Tersedianya
sura: nguk dan i Surat Masuk surat disposisi
surat lainnya ATK yang sudah

| terdisposisi

7 | Meneruskan surat v Surat | Tersedianya

yang terdisposisi N Disposisi, surat disposisi
Surat Masuk yang siap
diteruskan

3 M_eﬁa?_lﬂ_‘lﬁsﬂ 7 Surat Tersedianya
disposisi dan | i { Disposisi, surat disposisi
meneruskan surat ) | Jr | Surat Masuk, yang siap
sesuai disposisi - | | ATK diteruskan

g Mendistribusikan Surat “Sampainya
surat sesuai ( 3 Dlsposisi, surat masuk
disposisi. Surat Masuk yang

terdisposisi

Halaman 1 dari 2 halamar



SOP
KESEKRETARIATAN

UMUM & KEUANGAN
SETELAH DIREVISI



NOMOR SOP : W5-US/1688/0T.01.3/11/2021
| TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
!
i TGL. REVIS! : 05 November 2021
{‘ TGL. EFEKTIF : 08 November 2021
. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il DISAHKAN OLEH ) N
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /4’7
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP : SOP PENERIMAAN SURAT MASUK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 1. 51
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 2. SLTA
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan SOP (Standard
Operasional Procedure) Administrasi Negara
3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Peundang-undangan yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penerimaan Surat
Masuk tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Umum dan Keuangan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
= ) g
- ce® =5 =3 S =
No. Aktivitas EP ) g 32 =3 Persyaratan/ Waktu o
£ & c = @ T2 a utput
EN o E g 3 =< Perlengkapan
g -~ =2
1. Menerima dan meneliti ‘ s Surat Masuk 5 menit | Surat Masuk
surat masuk 1 | e ATK
2 Mencatat kartu kendali . e Surat Masuk 5 menit Surat masuk
surat masuk s ATK telah diberi
kartu kendali
3; Melakukan penginputan e Surat Masuk | 20 menit | Surat masuk
surat masuk kedalam A e ATK telah terinput
aplikasi PTSP ke dalam
aplikasi PTSP
4, Menyampaikan surat e Surat Masuk | 10 menit | Surat Masuk
masuk kepada Ketua ® ATK telah
¥
untuk mendapatkan terdisposisi
disposisi
5 Meneruskan Disposisi i e Surat Masuk 10 menit | Surat Masuk
dari Ketua kepada e ATK telah
Panitera atau Sekretaris terdisposisi
6. Meneruskan Disposisi e Surat Masuk 10 menit | Surat masuk

dari Ketua kepada
Panmud atau Kasub
untuk ditindaklanjuti

e ATK

telah
diserahkan
kepada
Panmud atau
Kasub

Halaman 2 dari 2
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SOP
KESEKRETARIATAN

KEPEGAWAIAN &
ORTALA

SEBELUM DIREVISI



PENGADILAN NEGERI No Dokumen : W5-U9/05/SOP/01/2016
SAROLANGUN KLAS i Tgl Pembuatan | : 01 Desember 2016
KOMPLEK PERKANTORAN Revisi ke t-
GUNUNG KEMBANG Tgl Efektif - 01 Januari 2017
SHRULANGUN I AMEBI Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

01. S.0 P. PEMBUATAN SURAT CUTI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nemor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Kekuasaan Kehakiman

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Culi Pegawai Negeri Sipil

6. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No
137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VII/2007
tentang memberlakukan Buku |

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang di bawahnya

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan Surat Cuti

2. SOP Bagian Umum dan Keuangan-Pengelolaan dan
Pengiriman Surat keluar

3. SCP Sekretaris

4. SOP Ketua Pengadilan Negeri

Peringatan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka hak PNS untuk
mendapatkan cuti tidak terpenuhi

Kualifikasi Pelaksana :
1. S1
2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan :
1. Data Kepegawaian yang bersangkutan




PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN KLAS I
KOMPLEK PERKANTORAN
GUNUNG KEMBANG
SAROLANGUN - JAMBI

No Dokumen . W5-U9/05/SOP/01/2016

Tgl Pembuatan | : 01 Desember 2016

Revisi ke =

Tgl Efektif : 01 Januari 2017

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

01. S.0 P. PEMBUATAN SURAT CUTI

Pelaksana Mutu Baku
Y Yoo | ta
i ang Umum ersyaratan
He Alivias Staf bersang Kas(h Sekretaris | Ketua dan / Waktu | Out Put
kutan bag Keuang | Kelengkapan
an
1. | Menerima i Permintaan 10 Permoho
permintaan cuti dari ( ) cuti pegawai, | menit nan cuti
pegawai dan. Komputer, pegawsl
Printer, ATK
2. | Mengetik
permohonan cuti G —
pegawai yang
bersangkutan
3. | Menyerahkan Permohonan 5 Permoho
kepada pegawai > cuti pegawai menit | nan U'-'ﬂ
untuk pegawai
ditandatangani
4. | Menyerahkan Permohonan 5 Permoho
kepada Kasub cuti pegawai, | menit | nanculi
Bagian ATK pegawai
Kepegawaian untuk "
memberi catatan
tentang cutinya
5. | Menyerahkan Permohonan 5 Permoho
kembali kepada cuti pegawai, menit nan cuti
yang bersangkutan ATK pegawai
untuk meminta <
persetujuan dari
atasan langsung
dan Ketua
Per.gadilan Negeri
6. | Mengetik surat cuti Permohonan 15 Draft
yang telah cuti pegawai, | menit | surat
mendapat e ATK, cuti
persetujuan dari Kompu{erl
Ketua Pengadilzn { Printer
7. | Menyerahkan surat Draft surat 10 Draft
cuti kepada Kasub cuti, ATK menit surat
Bagian L/ \4 cuti
Kepegawaian untuk ¥ ( b
diteliti lalu
menaikkannya ke Ya
Sekretaris untuk Tidak
diparaf
8. | Meneliti kembali Draft surat 10 Draft
surat cutj dan / cuti, ATK menit surat
membenkan paraf N cuti
Ya




PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN KLAS I
KOMPLEK PERKANTORAN
GUNUNG KEMBANG
SAROLANGUN - JAMBI

No Dokumen : W5-U9/05/SCP/01/2016
Tgl Pembuatan | : 01 Desember 2016
Revisi ke -

Tgl Efektif : 01 Januari 2017

Disahkan oleh

: Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

01. S.0 P. PEMBUATAN SURAT CUTI

Pelaksana Mutu Baku
Bag. o
- Yang Umum ersyaratan
Ly Akivias Staf | bersang K::;b Se’::ta Ketua dan / Waktu g;’:
kutan Keuang | Kelengkapan
an
8. | Menaikkan surat Draft surat S5menit | Surat
cuti ke Ketua cuti, ATK cuti
Pengadilan Negeri
untuk r '
ditandatangani
9. | Surat cuti diberi . Surat cuti, 10 Surat
nomor dan di cap ;[1 ATK menit cuti
10. | Surat cuti 1T Surat cuti, Smenit | Surat
diserahkan kepada . K ATK cuti
pegawai yang Y
bersangkutan dan
menyerahkan ke
bagian umum dan
keuangan untuk
dikirim ke instansi
terkait
11. | Mengarsipkan surat D= Surat cuti, Smenit | Surat
cuti ATK cuti




SOP
KESEKRETARIATAN

KEPEGAWAIAN &
ORTALA

SETELAH DIREVISI



NOMOR sOP : W5-U9/ 1710 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

| TGL. REVISI : 05 November 2021
TGL. EFEKTIF : 08 November 2021
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.1
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Ii DISAHEAN QLER /;,u/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang ; /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP PEMBUATAN CUTI HAKIM /
NAMA SOP PEGAWAI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 1. 51
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 5 Tahun 1996 2 b3
3. Keputusan KMA Rl No. 143/KMA/SK/VI11/2007
4. Keputusan KMA Rl No. 145/KMA/SK/VII1/2007
5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Subbagian Kepegawaian dan Ortala

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan cuti
hakim / pegawai tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Kasub Sekertaris Ketua/ Persyaratan/ Waktu Output
Keportala Wakil Perlengkapan
Ketua
1 Menerima surat Surat 15 Diterimanya surat permohonan cuti
permohonan permohonan Menit dari hakim dan pegawai
cuti dari Hakim cuti
dan
Karyawan/ti
2 Mengetik  draf Surat 15 Tersedianya draf surat cuti hakim dan
Surat Cuti permohonan Menit pegawai
Hakim dan cuti
Pegawai Komputer/
Laptop
Printer
3 Koreksi  Surat Surat 10 Diparafnya surat cuti hakim dan
Cuti Hakim dan permohonan Menit pegawai
Pegawai cuti
Draf surat cuti
Alat Tulis
Kantor (ATK)
4 Menandatanga Surat cuti | 10 Disetujui dan ditandatanganinya surat
ni Surat Cuti v Hakim  dan | Menit | cuti hakim dan pegawai
Hakim dan Pegawai
Pegawai Alat Tulis
Kantor (ATK)
5 Memberi Surat cuti 15 Tercatatnya surat cuti hakim dan
nomor  Surat Alat Tulis | Menit pegawai dalam buku agenda surat
Cuti Hakim dan Kantor (ATK) keluar
Pegawai Buku agenda
surat keluar
6 Mencatat Surat Surat cuti 10 Terdatanya surat cuti hakim dan
Cuti pada buku Alat Tulis | Menit pegawai dalam buku agenda cuti
agenda cuti Kantor (ATK)
Buku agenda
cuti
7 Menyampaikan Surat cuti 20 Disampaikannya surat cuti kepada
Surat Cuti Buku ekspedisi | Menit hakim dan pegawai
kepada  vyang
bersangkutan
8 Mengarsipkan Box file 15 Tersimpannya surat cuti hakim dan
file surat cuti Surat cuti Menit pegawai sebagai arsip
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SOP
KESEKRETARIATAN

PTIP
SEBELUM DIREVISI



Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun - Jambi

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor SOP

W5-U9/06/S0P/01/2016

Tanggal Pembuatan

01 Desember 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

01 Januari 2017

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun

01. SOP PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN — PERENCANAAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
Negara/Lembaga

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya

b. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

1. 51 - Teknik Informatika

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP SubBidang Umum dan Keuangan

1. Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan
anggaran tidak terlaksana dengan baik

Dokumen keuangan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Staf PTIP Kasubag Sekretaris Farsyaratan/ Waktu Output
PTIP Perlengkapan
1. | Melakukan rapat koordinasi Rencana kerja 2 hari Usulan rencana
penyusunan rencana kerja anggaran tahun kerja anggaran
anggaran dengan masing- ( ) berjalan
masing bagian
2. | Menerima dan merangkum Usulan rencana | 1 hari Rangkuman
usulan rencana kerja B kerja anggaran usulan rencana
anggaran masing-masing N kerja anggaran
bagian
3. | Menginput usulan rencana v Rangkuman 3 jam ADK RKA-KL,
kerja anggaran ke dalam usulan rencana printout RKA-KL
aplikasi RKA-KL kerja anggaran,
Aplikasi RKA-KL
4. | Membuat data dukung h J TOR dan RAB 3 hari Data dukung
usulan rencana kerja <
anggaran
5. | Memeriksa dan Rencana Kerja 1 hari Rencana Kerja
menandatangani usulan i \ > Anggaran dan Anggaran yang
rencana kerja anggaran \/ data dukung ditandatangani
6. | Mengirim usulan rencana Rencana Kerja 1jam Terkirimnya
kerja anggaran dan data < Anggaran dan Rencana Kerja
dukung data dukung Anggaran
7. Mengarsipkan rencana kerja Rencana Kerja 15 Rencana Kerja
anggaran dan data dukung d‘) Anggaran dan menit Anggaran
data dukung diarsipkan di
PTIP, Umum
dan Keuangan




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun — Jambi

Nomor SOP W5-U9/06/SOP/02/2016

Tanggal Pembuatan | 01 Desember 2016

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 01 Januari 2017
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun

02. SOP PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN — PENGAJUAN
REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
Negara/Lembaga

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

1. S51-Teknik Informatika

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP SubBidang Umum dan Keuangan

1. Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan

anggaran tidak terlaksana dengan baik

Dokumen keuangan

Pelaksana Mutu Baku
No: Aksivitas Staf PTIP Rastbag PPK Sekretaris Parsyaratan/ Waktu Output
PTIP Perlengkapan
1. Membuat dan Laporan 1 hari Konsep
menyetujui realisasi revisi POK
penyusunan konsep @ g anggaran
revisi POK
2. | Menerima dan Aplikasi RKA- 3 jam RKA-KL hasil
menginput konsep < KL, Konsep revisi
revisi POK ke dalam revisi POK
aplikasi RKA-KL
3. | Membuat h 4 RKA-KL hasil 2 jam Penetapan
Penetapan < revisi Perubahan
Perubahan POK POK
4. | Memeriksa dan Penetapan 1 hari Penetapan
menandatangani / Perubahan Perubahan
Penetapan > > > POK POK yang
Perubahan POK ditandatang
ani
5. | Mengirimkan Penetapan 1jam Terkirimnya
Penetapan < Perubahan Penetapan
Perubahan POK ke POK Perubahan
Kanwil DJP Jambi POK
6. | Mengarsipkan 2 Penetapan 15 Penetapan
Penetapan @ Perubahan menit Perubahan
Perubahan POK POK POK diarsip-
kan di PTIP,
Umum dan
Keuangan




SOP
KESEKRETARIATAN

PTIP
SETELAH DIREVISI



MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS i
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

! NOMOR S0P I| : W5-U9/1728/0T7.01.3/11/2021

| TGL. PEMBUATAN ! : 01 Desember 2016

| NAMA S0P . ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/
J LEMBAGA (RKA-KL)

DASAR HUKUM :

TGL. REVIS] ' . 05 Novembar 2021
r T
TGL. EFEKTIF ' : 08 Movemnger 2021 |
'_ | WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI |
SARCLANGUN l
i. DISAHKAN OLEH ‘ M |
| | :
] | DEKA DIANA \
: . SOP PENYUSUNAN RENCANA KERIA DAN |
|

| KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementrian Negara/Lembaga

| 4. peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Subbagian Umum dan Keuangan
2. SOP Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Aplikasi SAKTI

Daftar BiviN

KIB Kendaraan, Tanah dan Bangunan
RKA-KL tanun berjalan

W

N B

PERINGATAN :

|
|
! PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan
perencanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik

Dokumen Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
| Negara/Lembaga (RKA-KL)

| |

Halaman 1 dari 2



r [ Pelaksana Mutu Baku l
No Aktivitas & ¥ 5 | | | | Ket. i
. E‘ § g | g | Persyaratan/ | . . | Output !
= ? & = | Periengkapan .
w =2 | w | | | |
| | ] L
1. | Melakukan rapat ! ‘ Rencana Kerja 2 jam 1 Usulan Rencana | ':
| koordinasi ! k_! ) | dan Anggaran Kerja dan
penyusunan Rencana | | tahun berjalan ‘ Anggaran tahun
Kerja dan Anggaran ! ’. _ | berikutnya
dengan Pimpinan dan | | , | :
masing-masing ‘ \ l \
bagian : .
2. | Menerima dan Usulan Rencana | 2 jam Rangkuman
merangkum usulan ’_—I: Kerja dan usulan Rencana
Rencana Kerja dan I | | Anggaran | Kerja dan
Anggaran dari ' tahun Anggaran
masing-masing ! berikutnya tahun
bagian | berikutnya
|
3. | Menginput usulan g ‘ Rangkuman 2 jam RKA Satker
Rencana Kerja dan E:l _ | usulan Rencana | | Bagian A, B, dan |
Anggaran ke dalam i \ Kerja dan i C, Rincian |
aplikasi SAKTI ] l Anggaran tahun Kertas Kerja
| berikutnya, Satker i
‘ Aplikasi SAKTI |
4. | Membuat data | , * | Rincian Kertas | 12jam | Data dukung
dukung usulan l: ]. | | Kerja Satker, (TOR, RAB, dan
Rencana Kerja dan \ Daftar BMN, Lampiran)
Anggaran _ KIB kendaraan,
tanah dan
bangunan,
spesifikasi
belanja modal
5. | Memeriksa dan Rincian Kertas 30 | Usulan Rencana
| menandatangani L/z ' | E > | Kerja Satker . menit | Kerja dan
usulan Rencana Kerja " dan data Anggaran yang
dan Anggaran dukung . ditandatangani
6. | Mengirim usulan Usulan Rencana | 30 Terkirimnya
Rencana Kerja dan l__I: Kerja dan menit Usulan Rencana
| Anggaran ke Tingkat — | Anggaran yang ! Kerja dan
Banding ditandatangani Anggaran
7. | Mengarsipkan usulan v | Usulan Rencana | 5 | Usulan Rencana | |
Rencana Kerja dan D Kerja dan menit | Kerjadan |
Anggaran Anggaran Anggaran
| ' | diarsipkan di
' subbagian PTIP

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS i

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : W5-U9/1728/0T7.01.3/11/2021

| TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

!
Al
m

Wisi : 05 Novarmosr 2021

Im
“

L. EFEKTIF : 08 Movember 2021

i
r
"

| WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
- SAROLANGUN

DISAHKAN OLEH ; :

DEKA DIANA

! |1 SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
| NAMA SOP ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/
| LEMBAGA (RKA-KL)

KL

SAKTI

HISTORIS PERUBAHAN
IS PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG

% Nama SOP adalah Perencanaan Daftar Isian | Nama SOP adalah Penyususnan Rencana : 08 November 2021 |
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ |
Lembaga (RKA-KL) ‘

2. | Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi RKA- | Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi 08 November 2021
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EVALUASI PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPANITERAAN HU

UM PENGADILAN NEGERI SARGLANGUN

No. Penilaian STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
. {(Nomer Urut)
1 1213(4({5|61718|9}|10]/11]12

1. | Mampu mendorong 3 ‘/[ Avliviviviv|iv| v v|v
peningkatan kinerja

2. | Mudah dipahami v [ vV Vv vV V]S

3. | Mudah dilaksanakan V| v Viviv|S v Vv e

4. | Semua orang dapat oo >,
menjalankan perannya viviv| vl viviv |7 v
masing-masing

5. | Mampu mengatasi VARY4 o I A | 7
permasalahan yang iV el v
berkaitan dengan proses

6. | Mampu menjawab v IV
kebutuhan peningkatan viv|vY|v| A4 Y v v
kinerja organisasi

7. | Sinergi satu dengan yang Aol viviv iviviv v iv]|v
lainnya

No. Penilaian STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(Nomor Urnt)
13|14 (1516 (17 |18 (192021 |22 |23

1. | Mampu mendorong LR o
peningkatan kinerja i hd il g

2. | Mudah dipahami v | v viv]v| V] v v S

3. | Mudah dilaksanakan

4. | Semua orang dapat | el
menjalankan perannya Vv S W
masing-masing

5. | Mampu mengatasi
permasalahan yang ..z/,/\/\./t/./\/\/'/‘/
berkaitan dengan proses

6. | Mampu menjawab
kebutuhan peningkatan a7l | o o A VIiVIVv|v
kinerja organisasi

7. Si-nergisamdcnganyang Iladld ki 1 L] | | i |
lainnya

Sarolangun, 8 November 2021
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

el

Deka Diana, S.H., M.H.



Nomor TAPM.F.01

PENGADILAN NEGERiI SARCLANGUN

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Revisi 04
FORM UNDANGAN RAPAT Tanggal 01-07-2021
" Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi Halaman 1of 1

_Website : www.pn-sarolangun.go.id
Sarolangun, 4 September 2021

Kepada Yth.

Panitera, Panitera Muda Hukum, dan Staf Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Sarolangun

Di
Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/lbu untuk menghadiri Rapat Review Standar Operasional
Prosedur Kepaniteraan Hukum yang akan diselenggarakan pada :

Hari - Jumat
Tanggal :5 November 2021
Jam - 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/lbu dapat menyiapkan agenda
yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

= hionitoring dan Evaiuasi Standar Operasionai Prosedur Kepaniteraan Hukum;
e Review Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Hukum;

« Pembahasan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Hukum.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum

JUWITA DANINGTYAS, S.H.
NIP. 19940704 201712 2 002



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN | Nomor | TAPM.F.02
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu _
Revisi 01
FORM NOTULEN RAPAT Tanggal | 01-07-2021
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Halaman | 1 of 1
Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi
L Website : www.pn-sarolangun.go.id
HARI / TANGGAL RAPAT JUMAT, 5 NOVEMBER 2021 KETERANGAN LAMPIRAN
LOKASI RAPAT R. SIDANG CAKRA DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT 09.00 WIB SELESAI 10.30 INTERNAL MEMO
Beri Tanda berikut \{

MONEV DAN REVIEW STANDAR

POKOK BAHASAN RAPAT OPERASIONAL PROSEDUR

KEPANITERAAN HUKUM

PIMPINAN RAPAT 1 JUWITA DANINGTYAS, S.H

NOTULEN

Riview SOP

2 VERREN TRINANDES, A.Md.AB

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN KESIMPULAN
1. SOP di Pengadilan Negeri Sarolangun

ada yang mengadopsi dari Dirjen
Badilum dan ada yang SOP Intern, maka
perlu penyatuan SOP.

2. Perlu adanya SOP baru di bagian hukum
seperti SOP Survei Persepsi Anti Korupsi,
SOP Pengelolaan Surat Keluar, SOP
Pengembalian Berkas Perkara , dan SOP
Triwulan Laporan Pengaduan

3. Akan dibuat susunan SOP yang baru
beserta daftar isinya

4. SOP akan disesuaikan dengan keadaan

sekarang dan perlu revisi beberapa SOP



Waktu Penyelesaian

DIBUAT NOTULEN
NAMA LENGKAP
& TTD
VERREN TRINANDES,
A.Md.AB

Howen!

Monev serta penyusunan SOP ini

diselesaikan paling lambat tanggal 10

November 2021

TANDA TANGAN
DIPERIKSA DISAHKAN (PIMPINAN RAPAT)
NAMA LENGKAP
& TTD NAMA
I Lo JUWITA DANINGTYAS, S.H
S.H
TANDA ’
TANGAN



TANGGAL
TEMPAT
AGENDA

NO.

S S
2. Deder Gpargiwn. M.
3 Veren Trinandes
4 earragaows

NAMA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

FORM DAFTAR HADIR

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi
Website : www.pn-sarolangun.go.id

: 5 NOVEMBER 2021

Nomor
Revisi
Tanggal

Halaman

- RUANG RAPAT PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
- RAPAT RIVIEW DAN MONEV SOP KEPANITERAAN HUKUM

Hawa by d

Stogy
STALY _

BAGIAN

R

TAPM.F.03
01

01-07-2021

1of 1




DOKUMENTASI

RAPAT RIVIEW DAN MONEV SOP KEPANITERAAN HUKUM




SOP KEPANITERAAN
HUKUM

SEBELUM DIREVISI



MAHKAMAH AGUNG R.L
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP | - 1263/DJU/OT.01.3/12/2018

| TGL. PEMBUATAN | ;12 Desember 2018

| TGL. REVISI (%

| TGL.EFEKTIF | : 03Januari 2019

)

ol |l

Q »g
RRISWANTORO

1 & &N
NAMA SOP :\%pﬁg,gﬁnﬁ%/ TAN LAPORAN BULANAN
AL
. g
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

| 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 1. 82

: Kekuasaan Kehakiman; | 2. 81

. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 3. b3

i Mahkamah Agung RI; 4. SLTA

{ 3. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan

Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun
1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi

5. Keputusan KMA Rl No:139/KMA/SK/IX/2011 tentang
Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru
Secara Elektronik

6. Bukuldanll tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
danAdministrasi Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

| KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pidana dan Perdata

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
| 2. Komputer
I 3. Printer
| 4. Buku register perkara

| PERINGATAN/CATATAN :

' PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data penanganan
perkara tidak akurat.

| Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara

Halaman 1 dari 2



Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Staf Panmud Panitera Ketua / Persyaratan/ Waktu Output
Hukum Hukum Wakil Ketua| Perlengkapan
1 | Menerima dan - Laporan dari + Rekapitulasi
Meneliti data ( ) Panmud Laporan
Manual maupun Pidana umum / perkara Pidang
softcopy dari khusus dan 10 Umum/
Kepaniteraan Perdata umum Menit Khusus dan
Perdata Umum/ I khusus Perdata Umum
Khusus dan - ATK / Khusus
Pidana Umum /
Khusus
2 | Menganalisa - Rekapitulasi - Konsep
dan Meneliti Laporan laporan
data dari E perkara Pidana 60 bulanan
masing-masing Umum / Khusus T Konsep
Kepaniteraan dan Perdata surat
Umum / Khusus pengantar
- ATK
3 | Mengcopy / y - Konsep laporan - Laporan
Mencetak data E] bulanan 30 bulanan
laporan - ATK Py ditanda
tangani oleh
Panitera
4 | Tandatangan - Laporanbulana L Laporan Laporan
laporan bulanan nditandatangan Bulanan telah | pulanan
»] I iolehPanitera ditandatangani| 4 :
e - ATK 15 oleh Panitera 2?;"&?:'“93"'
Menit Qe KEN setelah
Panitera
tandatangan
5 | Membuat Surat - Laporan - Konsep Konsep surat
Pengantar I _ll= Bulanan yang surat pengantar
Laporan telahditandatan pengantar | phans diparaf
Bulanan ganiolehPaniter 30 oleh P d
adan KPN Menit i
- ATK
6 | Tandatangan - [Konsep surat - Surat
surat pengantar pengantar yang pengantar
sudah diparaf
> I oleh panmud 10
Tl 5 A'n(pa menit
7 | Meminta nomor - Laporan ISurat pengantar
surat pengantar ) bulanan jmendapatkan
dari bagian | qu - Surat pengantar 10 |pomor surat.
umum dan di - Agenda surat menit
cap stempel keluar
- _ATK
8 | Mengirim - Laporan Tanda bukti Laporan
laporan bulanan bulanan pengiriman Bulanan yang
ke: Ej - Surat dikirim
- PT dengan pengantar yang
tembusan ke sudah 10. berupa sofE
MA, Badilum mendapatkan | Mend copy melalui
dan BAWAS nomor surat email  atau
- Buku ekspedisi dengan CD
- ATK
9 | Mengarsipkan - Arsip laporan Tersimpannya
laporan bulanan d) bulanan 15 | arsip laporan
- Boxfile menit | bulanan
- ATK perkara

Halaman 2 dari 2




SOP KEPANITERAAN
HUKUM

SETELAH DIREVISI



MAHKAMAH AGUNG R.1.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS i
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

\W5-U9/|34g /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |13 DESEMBER 2018

[TGL. REVISI

'5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF is NOVEMBER 2021
EDISAH KAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
- | SAROLANGUN
i /)/
._/
DEKA DIANA

NAMA SOP
|

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang! 1.
| 2.
3.
[ 4.

2

Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Mahkamah Agung Rl;

Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor 5

Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh

PengadilanNegeri dan Pengadilan Tinggi

Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011

tentang Pemberlakuan Formulir Laporan
Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik
Buku I dan Il tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun I;

2012 tentang Pedoman Penyusunan standar
Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan

S2
S1
D3
SLTA

KETERKAITAN :

| PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. SOP Kepaniteraan Perdata

allad L

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Buku register perkara

PERINGATAN/CATATAN :

| PENCATATAN DAN PENDATAAN :

| Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data

penangananperkara tidak akurat.

Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara
Keadaan Perkara

Delegasi

Mediasi

Keuangan Perkara

Halaman 1 dari 2

| SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN



Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Staf Panmud . Ketua / Persyaratan/
Hukum Hukum Panitera |\ ayil Ketua Perlengkapan Wit Output
Menenma dan
Menelit data (D) -
Manual maupun 5 T - Rekapitulasi
: poran dari 10 Lanoran
softcopy dari Panmud Pidana ] P y
1 [Kepaniteraan dan Perdata Menit | perkara Pidan
Perdata Umum / . ATK dan Perdata
Khusus dan
Pidana Umum /
Khusus
: ; - Konsep
. - Rekapitulasi
Menganalisa Laporan
, [dan Meneliti data '[_j :;?dpa%r:g ::' Sl 60 bulanan
dari masing-masing Perdab Menit | - Konsep
Kepaniteraan - ATK surat
pengantar
Laporan
Mengcopy / v - Konsep laporan 30 bulanan
3 [Mencetak data D bulanan menit | ditanda
aporan - ATK tangani oleh
Panitera
Laporan
bulanan
Laporan ditandatangani
e - Laporan bulanan
4 [Tandatangan »L 1 ditandatangani 15 dslf;ig:[;‘e':: oleh KPN
Japoran bulanan oleh Panitera Menit oleh Panitegra setelah
- ATK Panitera
dan KPN
tandatangan
- Laporan Konsep surat
Bulanan yang pengantar
Membuat Surat telah ditandatan 39 | Konsep harus diparaf
5 |PengantarLaporan I _|'~‘- gani oleh Menit | surat oleh Panmud
Bulanan Panitera dan pengantar
KPN
- ATK
Konsep surat
6 Eandatangan pengantar yangsudahl 10 | Surat
urat pengantar > I I diparaf oleh panmud | menit | pengantar
- Laporan
Meminta nomor Bulanan 10 Surat
lsurat pengantardari - Surat pengantar . pengantar
7 bagian umum dan | !4 - Agenda surat menit mengdapalkan
di cap stempel ' keluar nomor surat.
- ATK
¢ Laporan
- Laporan Buianan yang
E:l Bulanan dikirim
Menginm - Surat pengantar 10 berupa  soft
g faporan bulanan I_(e yangsudah menit Tand_a _bukh file pada
isecara elektronik mendapatkan pengiriman aplikasi
i ; plikasi
ke Dirjen Badilum nomor surat |
- Buku ekspedisi peapomn
- ATK Dirjen
Badilum
- Arsip laporan Tersimpannya
9 Mengarsipkan A Bulanan 15A arsip laporan
aporan bulanan - Boxfile menit | pylanan
- ATK perkara

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP @ws-uglmg /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN 17 DESEMBER 2018

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021

[TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021

MAHKAMAH AGUNG R.l. DISAHKAN OLEH I WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I ' SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang j
Kabupaten Sarolangun 5 /‘;)_c/
DEM
NAMA SOP | SOP LAPORAN BULANAN
HISTORI PERUBAHAN
NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 - bagian pencatatan dan - bagian pencatatan 8 November 2021

pendataan SOP belum
ada rincian data-data yang
dilaporkan setiap bulan

- Pelaporan bulanan masih
manual dikirim
hardcopynya

dan pendataan SOP
telah lengkap rincian
data-data yang
dilaporkan setiap
bulan

Langkah 8 pada SOP
telah disesuaikan
dengan kondisi saat
ini yaitu pelaporan
dengan elektronik




Monitoring Pelaksanaan SOP Bagian Kepaniteraan Perdata

dengan baik

relevan karena

adanyva

perubahan SOP

"ol deasan

;l No. Ry N i Penl’l.ifzn :  Catstzn hasi) Tindskao vang Puraf vepitai
i SOP s i R : peniiaian | harusdiambit { O F
! penerapan
I 1 2 3 - =) o
Penerimaan berkas Berjalan dengan 1 - | = [
permohonan ¢ baik '
Tidak berjalan | SOP Sudah tidak
dengan baik relevan karena . Akan dilakukan 1
; adanya perubahan SOP !
. perubahan totai dengan /{J ‘
pendaftaran penambahan e- '
perkara dengan court dan sistem |
2-COurT dan _ PTSP
sistem PTSP | |
Penerimaan berkas Berjalan dengan - | = |
! gugatan baik :
Tidak berjalan SOP Sudah tidak r
dengan baik relevan karena Akan dilakukan
. adanya perubahan SOP
- perubahan total dengan
pendafiaran l penambahan e- ‘
perkara dengan court dan sistem |
e-court dan PTSP ﬂ,
sistem PTSP
Delegasi masuk Berjalan dengan - -
| baik
Tidak berj_alan SOP sudah tidak Akan dilakukan
dengan baik W Rouney il perubgllarﬁli(?P
3 peggg,ﬁzan ditambahkannya / »
SIPP dan adanya | fitur SIP? dan
Y e adanva
‘\O;ei:fdim koordinator
Easl delegasi
Penanganan Penetapan | Berjalan dengan
4. | . bz_uk - Sudah sesuai -
Tidak berjalan
dengan baik /ﬂ .
Penanganan dan Berjalan dengan
" Pengi.rima.n Perkara baik — .
| Banding Tidak berjalan 4.
dengan baik
Kasasi Berjalan dengan
. baik - 5
o | Tidak berjalan | Sucaasesa i ¥ .
dengan baik
i | Peninjauan Kembali Berjalan dengan
baik 2
7. Tidak berjalan Sudah sesuai ‘ - .
dengan baik <
Penanganan Minutasi Berjalan dengan
8. bs.uk 2 Sudah sesuai ‘ -
Tidak berjalan '
. dengan baik 2
Permohonan Eksekusi | Berjalan dengan ‘
baik i
9. "Tidak berjalan Sudah sesuai ! - ﬁ,
dengan baik |
Gugatan Sederhana l
Berjalan dengan - - - }
| 0' | baik | _ -
Tidak berjalan SOP Sudah tidak | Akan dilakukan




| perubahan | penambahan e-

|

pendaftaran ' court dan sistem
perkara dengan PTSP i
e-court dan ! 1 ‘
sistem PTSP .
Delegasi Keluar Berjalan dengan - -
baik | | | B
idak ber] ! : i
[Tidak beralan | S0p suga ik | Ao |
! Iengan odix calevan karena perupanan s ;
1 v total dengan
| enwuﬁ s ditambahkannya j <
| enssunadl 1 fiwr SIPPdan |
| koordinator \ RELR
l ; koordinator
! delegasi | :
. delegasi - .
Prodeo | Berjaian dengan
| baik ‘ ‘ | ‘
12 ["Tidak berjalan | Sudah sesuai [ - ! .
i dengan baik , l I /, i
Sita Jaminan | Berjalan dengan '- ' l |
baik
13 Tidak berjalan Sudah sesuai { - ’ £ |
dengan baik | 77 .
Penawaran pembayaran | Berjalan dengan ‘ l ]
14! tunai dan konsignasi baik | Hsiiheseri i ' g,

| Tidak berjaian
1 dengan baik




Nemor TAPRK.F.O01

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Tim Akreditasi Penjaminan hMutu B evial 5
~ Ind LIs ARl TRATY AT i i M A A
FUR?“% b:\iﬁf-\;i‘;uﬁuq Pt Sl 1anggs gi-u/-2021
Komplek Perkantoran Gunung Kembang ) )
Kapupater Sarolangun Propimsi Jamoi Halaman 1 or

Website : wwve.pn-sarolangun.go.id

Sarolangun, 4 November 2021

Kepada Yth.
Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/lbu untuk menghadiri Rapat Riviu dan Revisi SOP
Kepaniteraan Perdata yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 05 November 2021
Jam © 14.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/lbu dapat menyiapkan agenda
yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :
¢ RIVIU DAN REVISI SOP KEPANITERAAN PERDATA

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

Pengawas Riviu dan Reyisj SQP Kepaniteraan Perdata

REINDRA JASPER H SINAGA, SH
NIP. 199210102017121008



FPENGADILAN NEGERI SARCLANGUN

Tim Akreditasi Penjaminan futu -

L

— . 5 am AR/ 2Rl T AEAS Tam e it N7 N
FORF& UNDANGAN AFA: s2h0des: wi-ui-2udl

s |

Komplek Perkantcra
Kabupaier Sarolangun Propinsi va

Website : www.pn-sarolangun.go.id

Sarolangun, 4 November 2021

Kepada Yth.

Dedek Marinta Barus, SH
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/lbu untuk menghadiri Rapat Riviu dan Revisi SOP
Kepaniteraan Perdata yang akan diselenggarakan pada :

Hari - Jumat
Tanggal : 05 November 2021
Jam :14.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/lbu dapat menyiapkan agenda |
yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

e RIViU DAN REVISI SOP KEPANITERAAN PERDATA

Demikian pemberitanuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

Pengawas Riviu dan Revisi SQP Kepaniteraan Perdata

REINDRA JASPER'H SINAGA, SH
NIP. 199210102017121008



p f T AT s ey SHOLROE TAPM.F.O4
PENGADILAN NEGERI SAROCLANGUN

Tim Akreditasi Penjaminan Kutu R o

SViS s
EADAS IINDARMCAM RADAT Tanaos 04-07-2027
FORM UNDANGAN RAPAT ranggsl  01-07-2021
Komplek Perkantoran Cunung Kemetang
Kabupaier Sarolangun Propinsi Ja caiaman a ol i

Website : wwaw.pn-saralangun.ge.id
Sarolangun, 4 November 2021

Kepada Yth.

Frans Syafitrah Hutariyus, SH
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/lbu untuk menghadiri Rapat Riviu dan Revisi SOP
Kepaniteraan Perdata yang akan diselenggarakan pada :

Hari - Jumat
Tanggal : 05 November 2021
Jam :14.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/lbu dapat menyiapkan agenda
yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :
« RIVIU DAN REVISI SOP KEPANITERAAN PERDATA

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

Pengawas Riviu dan Revisi SOP/Kepaniteraan Perdata

REINDRA JASPER H SINAGA, SH
NIP. 199210102017121008



~ & : I [ T Al i O Ba~I [AY Nemor TAPR.F.O1
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu D it a4

™A - . I T b

FORM UNDANGAN RAPAT ran -07-

LIt Taes

Komplek Perkantoran Gunung Keg
Kabupater Sarclangun Propinsi Jan
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Sarolangun, 4 November 2021

Kepada Yth.

Arie Sapuira, SH
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/lbu untuk menghadiri Rapat Riviu dan Revisi SOP
Kepaniteraan Perdata yang akan diselenggarakan pada :

Hari  Jumat
Tanggal : 05 November 2021
Jam : 14.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/lbu dapat menyiapkan agenda
yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

« RIVIU DAN REVISI SOP KEPANITERAAN PERDATA

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

Pengawas Riviu dan Revisj SOP Kepaniteraan Perdata

REINDRA JASPER H SINAGA, SH
NIP. 198210102017121008



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 7%

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pavriz

FORM NOTULEN RAFPAT Tanggs
Komplek Perkantoran Gunung Kambang
Kabupater Sarolangun r'l'Op nsi Jamoi
Website : vavw.pn-sarolangun.ge.id

rlalaman

TAPM F 02

21-07-2021

Toi 1

pendaftaran perkara melalui sistem
e-court dan sistem PTSP .

.SOP Delegasi masuk dan delegasi
keluar sudan tidak reievan Karena
adanyza penggunaan SIPP
adanya Koordinator Delegasi

A=an
bl b

. SOP penerimaan berkas perkara
Gugatan Sederhana sudah tidak
reievan Karena aGanya perubahan

i p:":v’:ﬁ melalui sistem

HARI / TANGGAL RAPAT JUMAT / 5 NOVEMRBER 2021 KETERANGAN LAMPIRAN
LOKASI RAPAT R. MEDIASI PN SARCLANGUN AT AR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT 14.00 WIB SELESAI 13.30 INTERNAL MEMO
peri Tanda perikut
ooKOK BAHASAN RApaT RIVIU DAN REVISI SOP " b
! ~ KEPANITERAAN PERDATA
PIMPINAN RAPAT 1 REINDRA JASPER H SINAGA, SH
NOTULEN 2 FRANS SYAFITRAH H, SH
BRAHASAN MATER! RAPAT
CATATAN KESIMPULAN
1. SOP penerimaan berkas AKan Gilakukan perubanan S0P total dengan
ermohonan sudah tidak relevan psr.&r:bahan sistem =-Ccourt dan sistem
karena adanya perubahan PTSP
pendaftaran perkara melalui sistem
e-court dan sistem PTSP .
.SOP penerimaan berkas perkara Akan dilakukan perubanan SOP total aengan
Gugatan sudah tidak relevan peﬁammahaﬁ sistem =-court dan sistam
karena adanya perubahan PTSP

Akan dilakukan perubahan SOP total dengan
ditambankannya fitur SIPP dan adanya

i r\'-u-r*:-\ =tnr Miglana e
'{ 12Tor eS8 FHS ISR i AC

Akan dilakukan perubahan
penambahan sistem

PTSP.

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN DIPERIKSA (MR)

NAMA LENGKAP NAMA LENCGHAP
&TID &TTD
FRANS SYAFI_RAH H, RAYMON

HARYANTO S.H

o ows

DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)

NAMA Ty —
LEi“G"{P [ LS s W ~, —
~
TANDA
TANGARN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN o™

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Bt o1
FORM DAFTAR HADIR Tangga  G1-07-2021
Kemplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaier Sarclangun r-rc.u nsi Jamoi Halaman 10of 2
Website - waww.pn-sarolengun.go.id
TANGGAL : 04 NOVEMBER 2021
TEMPAT : RUANG MEDIAS]I PENGADILAN NEGER! SAROLANGUN
AGENDA : RAPAT RIVIU DAN REVISI SOP KEPANITERAAN PERDATA
NQO. NARA BAGIAN
1 - éEiN RA ”‘S H SINAGA, SH PENGAWAS
2 :\!1 SGLEI-' SH :"'1\|_.'-.'..:..:J‘n
3 DEDEK MARINTA BARUS, S+ ANGGOTA
4 FRANS SYAFITRAR HUTARIYUS SH ANGGOTA

5 ARIE SAPUTRA ANGGOTA







SOP KEPANITERAAN
PERDATA
SEBELUM DIREVISI



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP 1220/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI Do

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2019
P

DISAHKAN OLEH irektur Jenderal

d%\ Peradilan Umum

'G_li}

2\ A

NAMA SOP

PERMOHONAN

DASAR HUKUM :

ST
KUALIFIKASI PELAKSA%"""

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Hel Herziene Inlandsch Reglement (HKIR )/
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

Sural  Kepulusan  Ketua  Mahkamah  Agung
Nomor 026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Buku Il tentang Pedoman
dan Administrasi Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3/DJU/HmMO02.3/6/2014 Tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi [nformasi Di Lingkungan
Peradilan Umum

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJUISK/IHM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

tentang

Pelaksanaan Tugas

1. 81
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

SOP Keuangan Perkara

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Dokumen Pendukung

RN PN

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini lidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepal
tidak akan berjalan dengan baik

1. SIPP
2. Buku Register Induk Perkara Gugatan
3. Buku Jurnal Keuangan Perkara

\q.:%gas,pe'gggﬁ'esmm PERKARA PERDATA




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Petugas| Medla |Panmud Meja S/
PTSQP tor |Perdata [Mela! Ill] Kasir :!'SP PP|Panitera| Hakim KPPDLI : ;::ﬁ;ﬁ:g; Waktu| Output Kt
Menerima - L Berkas Checkiist
Pemmohonan C\‘_)‘ Permohonan ditanda
- Checklist 10 |tangani
menit |oleh
petugas
: PTSP
Meneliti P . Permohonan Berkas
kelengkapan Ya L Checklist 20 [Permohon
berkas menit [an lengkap
perkara
Menghitung L SK panjar Jumlah
panjar biaya biaya perkara 15 |paniar
perkara - Berkas ¢ [biaya
Pemmohonan | MeN perkara
diketahui
Membuat - Lembar Slip
Surat Kuasa perhitungan Setoran
Untuk panjarbiaya | 10 |panjar
Membayar perkara menit {blaya
(SKUM) perkara
dari Bank
Menerima . Slip Setoran Memper
bukti setoran panjar biaya pleh nomor
Bank dari perkaradari | 10 perkara
Pemohon Bank menit
- Berkas
permohonan
Memungut Permohonan - PNBP
dan menyetor telah terdaftar disetor
Penerimaan dan ' tepat
Negara Bukan ér memperole waktu
nomor perka -Tanda
Pajak (PNBP) j L Buku rﬂ terima
ekspedisi 15 |penyetoran
penyetoran | menit
PNBP/Buku
Induk HHK
- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara
+ Buku Kas
Bantu
Menginput ke ! - Berkas Biaya
dalam SIPP I'J permohonan perkara
dan mencatat + Slip Setoran tercatat
ke dalam Buku Panjar Biaya 15 pada
Jumal Perkara dari menit IAplikasi
Keuangan Bank SIPP dan
- Nomor Buku
perkara Jurnal
- Keuangan
Menyerahkan + Aplikasi SIPP Data
berkas &_ - Berkas perkara
perkara yang perkara, 20 |tercatat di
sudah lengkap Buku menit |SIPP dan
Register buku
Permohonan register
Penunjukan v | Berkas Penetapan
Hakim melalui E perkara 20 penunjukan
SIPP - SIPP menit Hakim
Penunjukan - Berkas Penetapan
Panitera El: perkara 20 penunjukan
Pengganti - SIPP menit PP.
melalui SIPP
Penunjukan - Berkas Penetapan [Dapat
Jurusita/JSP . J perkara penunjukan|didelega
melalui SIPP L SIPP 20 urusita/ |[sikan
menit JSP kepada
Panmud
Perdata_
Mencatat v - Register Penunjukan
penunjukan 1 L Berkas Hakim dan
Hakim dan PP perkara PP serta
serta - ATK 10 Uurusita/
Jurusita/JSP ke menit 'SP
dalam Buku ercatat
Register edalam
uku
ister
Penyerahan e [ berkas | Tanda




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Petugas| Media |Panmud Meja Js1/ KPN /| Persyaratan/ Ket.
PTSP | tor |Perdata Meiall n | Kasir Jsp | PP|Panitera) Hakim PN Perlezgkapan Waktu| Output
Pembuatan [ Berkas Penetapan
Penetapan perkara 15 [Hari
hari sidang - SIPP menit (Sidang
melalui SIPP L ATK (PHS)
Menerima L Berkas Pemohon
berkas perkara perkara dipanggil
dari Hakim dan 1 L penetapan untuk
menyampaikan hari sidang sidang
penetapan - ATK 10
kepada menit
Jurusita/lJSP
untuk
memanggil
Pemohon
Menerima - salinan Relaas
penetapan hari Permohonan panggilan
sidang dan L penetapan 10 yang
membuat relaas EE] hari sidang it sudah siap
panggilan L Buku mentt | dijalankan
kepada para Ekspedisi
pihak
Membuat B - penetapan Surat tugas]
surat tugas E:I hari sidang 10 |Jurusita/
untuk - SIPP menit |JSP
Jurusita/JSP - ATK
Menyampaikan - salinan Relaas
relaas ™l Permohonan panggilan
panggilan St L relaas 10 | yang telah
kepada para panggilan menit | dijalankan
pihak - surat tugas
L ATK
Menyerahkan - Relaas Tanda
relaas v panggilan erima
panggilan 1 yang telah 0 penyerahan
kepada dijalankan menit Felaas
Panitera . Buku
Pengganti ekspedisi
- ATK
Proses v - Berr;!:as -é{:ns:p
persidangan perkara sidang
ke E] -t ATK - BA
L Panggilan sidang
Sidang 60 | harus
menit | sudah
selesai
sebelum
sidang
bearikutnya
Sidang y I Berkas Penetapan
pengucapan E:l perkara 30
Penetapan L Penetapan menit
Hakim - BA sidang
Penyampaian L Penetapan Tanda
salinan . Buku 60 terima
Penetapan ?« ekspedisi menit penyampai
pada n salinan
Pemohon enetapan
Menyerahkan - Berkas apda
berkas Y perkara erima
perkara yang [_ILI + Penetapan penyerahan
telah minutasi - Buku 10 [berkas
Ekspedisi menit
- Checklist
kelengkapan
berkas
Menginput - Putusan 30 |Amardan
amar dan Ej - SIPP Menit | tanggal
tangga' putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP i
Menginput - Pertimbangan 60 Pertim
pertimbangan Hukum Menit | bangan
hukum dan e- - Putusan Hukum &
doc kedalam &] - SIPP e-doc
SIPP putusan
lengkap




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas| Media [Panmud Meja Js/ KPN /| Persyaratan/ Ket
PTSP | tor |Perdata lMe]a lfl i Kasir JSP PP |Panitera| Hakim PN |Perlengkapan Waktu| Output
26 kMeglg;nglét data L Berkas Data
e an perkara terinput
mencatat - SIPP kedalam
kedalam + Register 10 | SIPP
register - ATK menit| dan
tercatat
kedalam
register
27 | Menyerahkan - berkas BA
berkas perkara perkara penyerahan|
yang sudah é - Checklist 10
minutasi ke kelengkapan i
Panmud Hukum berkas
untuk diarsipka - Buku
r1 ekspedisi




SOP KEPANITERAAN
PERDATA
SESUDAH DIREVISI



MIAHKAMAH AGUNG R.L
PENGADILAN NEGER! SARCLANGUN KELAS Ii
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/[995 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

November 2021

TGL. REVISI November 2021

TGL. EFEKTIF Novemper 2021

DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SARCLANGUN
/E}J"’/

DERA DIANA

MANA SOB SOP PENERIMOAN PERMARA

PERMOHONAN

DASAR HURUM :

KUALI FIKAS] PELAKSANA -

-
4.

HIR (Herzien Inlandsch ReglemeniéS.1841-44)
Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui
(R1B);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1886 Ternitang
Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Tani PNBP Yang Berlaku Pada [4A dan
Badan Peradilan di Bawahnya ;

Keputusan KMA Rl No. O032/RMA/SKAV/2003
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelzkeanazn Tugas Danfdministrasi Pengzadilzn ;
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012
Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya ;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan ;

Peraturan Mahkamzh Agung RI No. 01 Tahun 2018
TentangProsedur Mediasi di Pengadilan ;

Surat Edaran Ketua Mabkamah Agung Rl Nomor 02
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan ;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan Dibawahnya ;

Si-Hukum

2. D3
3

SIVIA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penyelesaian Perkara Perdaia Upaya Hukum

: 4. Buku Register Induk Perkara.

Band!ﬂg 5 _D(:R_E;-.tn_ﬂ _Dr}'!—.‘_—-.r dan Janinozn Inteonst
2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum 6. Alat T:jtli;‘;{arﬁor(ATE) T T
i ?_(‘aos;sl elossion Perkars Perda Usmva Hurl 7. Formulir Checkiist.
8. SOP Fenyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum 8. Buku referensi dan ekspedisi.

PeninjauanKembali
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara

perdata akan terhambat

2. Buku Jumal Keuanigan Ferkara Percata

1. Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan

e

e T, :
FelinGnlihcni

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu
baku
I I [ I Per !
No Aktivitas R . ) | | | syaratan,-'
P;EI'USQF?}‘S M?Ja Mﬁja M:J ';2?:;;‘:: Kasir leS!;‘. PP l::r': Haki | KPN Per Waktu | Output
2 m lengkap
Admin 1 [ an !
e court ] |
. Diterima
Menernf:a! _ Kelengka 30 Inya
Mmemernixsa | pan Meni  berkas
berkas D berkas t erkara
perkara
1 permohon
an melalui _ | '
e-court | | |
Melengkapi ermohonan,| 15 menit Berkas
berkas perkara an KTP permohone
N E , - in dari e-
2 [ i H court
dinyatakan
lengkap
|
Menginput Berkas 30 menit Permohon:
erkara erkara teregiste:
ermohonan ke ’ Ferdata i SIPP,
SIPP/registrer D e - fregister
3 iperkara = ' il D pperkara
ermohonan ermohon:
Mencatat ke ’ n dan jurnz
uku jurnal | ! keuangan
Rreuangan { |
enyerahkan Berkas 10 menit Berkas
erkas yang perkara diterima
udah lengkap , perdata oleh KPN
4 |kepada KPN a I
iienetapkan Formulir 60 | Penetapar
hakim melalui penetapan Menit hakim
SIPP hakim
5 | | =
Menetapkan ! Formulir
panitera | | penunjukan | 10 Penunjuks
pengganti i d PP Menit n PP
6 | melalui SIPP I:l
1 |
Membaca dan '
mempelajari Berkas 1 | Dikuasai
berkas perkara Hari | nyamateri
7 Lﬂ;
| | |
Menetapkan [ Formulir 15 |Penetapar
hari sidang penetap Menit | Darisidang
r A enit
] an sidang
6 L]
Menerima | Berkas
berkas perkara perkara,
dari hakim penetap 10, J_adwal
a | vang telah L an hari Menit sidang
ditetapkan ‘ sidang
Meriunjuk ' ! Formufir | 0 | Penunjuka
jurusita # penunjukan Menit | Murusita
i§ 1 JSP Ij
1 r
Melaksanakan 1 ‘!‘_f°"“a
i ! Relaas 1 si jadwal
panggilan v { : . e
0 kepadapara panggilan Hari sg:laagnjg
| pihak




Melaksanakan

Informa

ok Relaas si jadwal
{ Ezggg!a para | i panggiian Hari s:idanlg
11 | | bagi
Pemohon para
pihak
Relaas Disera
Menyerahkan panggilan 19 hkan
relaas | Menit nya
. pangailan _":} -li'—. i Reiaz
s
! panggilan
R Gugatan,
¢ jawaban, Putusan,
: replik, |2 minggu/pemberitat
15 f ersideng I_]:l duplik, 9 | uan
an i pukil | putusan
surat,
saksi, PS
Minutasi berkas [ ] Berkas 14 Minutasi
perkara [ | | v | perkara Hari |
’ -
| | 1 |
Menyiapkan ’ 60 Salinan
lsalinan putusan Foto copy Manit putusan
{untuk para pihak l b S
17
Menyerahkan Perkara 20 Berkas
berkas ke Inkracht Menit perkara
panmud hukum
18

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : W5-U9/ /0T.01.3/11/2021

| TGL PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

owvac - b Uy | HE ey - Y -
GL. REVISI : 12 Novemnbar 2021

| |

= e AT Bl o P
EALK - A3 NOVETeT fuss

| |

(4]
o
(48]

I

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN

DEKA DIANA

{ DISAHKAN OLEH < /;}V

| . SOP KEPANITERAAN PERDATA —

| NAMA SOP £
| NAMA SO |  PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN
HISTORIS PERUBAHAN
IS| PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. Belum menggunzkan aplikasi E-court dan sudah menggunakan aplikasi E-court dan { 15 November 2021

sistem PTSP

sistem PTSP




Monitoring Pelaksanaan SOP Bagian Kepaniteraan Pidana

Penilaian i : . _
| Catatan hasil Tindakan yang | S
SN(())p Prosedur terhadap j penilaian fasisdiambil ] Paraf penilai
penerapan |
i 2 . 3 ' 4 . 3 6
Proses penyelesaian Berjalan dengan I Aktivias ke 19 ] Memperbaik.j )
perkara pidana biasa baik ! “menginput ' redaksi menjadi
dewasa | pertimbangan “menginput e-doc |
hukum dan e-doc | putusan lengkap
[ | ke dalam SIPP” | ke dalam SIPP”
| | Akrivitas ke 21 Menambahkan
l “persyaratan/ persyaratan/
perlengakapan: perlengkapan
i | - berkas perkara | menjadi:
yang sudah BHT | - berkas perkara
-cheklist yang sudah BHT X
-cheklist
| - Softcopy Berita
Acara Sidang dan
Putusan
Tidak berjalan
dengan baik ) )
Proses penyelesaian Berjalan dengan
| perkara pidana anak baik
iversi berhasil i =
2] HvRELD Tidak berjalan Sttt Sesvial ' /a
| dengan baik i .
Proses penyelesaian Berjalan dengan Akiivias ke 23 Memperbaiki
perkara pidana anak baik “menginput | redaksi menjadi
diversi gagal | pertimbangan | “menginput e-doc |
hukum dan e-doc | putusan lengkap
ke dalam SIPP” | ke dalam SIPP” /( -
Aktivitas ke 2¢ | Menambahkan !
“persyaratan/ persyaratan/
perlengakapan: perlengkapan
3. - berkas perkara | menjadi:
| yang sudah BHT | - berkas perkara
-cheklist yang sudah BHT
-cheklist .[ /
- Softcopy Berita | 7 7
Acara Sidang dan
Putusan
Tidak berjalan !
dengan baik - )
Proses penyelesaian Aktivitas ke 13 Memperbaiki
perkara pidana singkat | “persyaratan persyaratan/
perlengakapan: perlengkapan
Putusan PT” menjadi “Putusan /e
_ i | PN™ i
' Aktivitas ke 14 Memperbaiki
“persyaratan/ persyaratan/
perlengakapan: perlengkapan
| Putusan PT” menjadi “Putusan | _{
PN” 3
4 Berjalan dengan Aktivtas ke 24 Memperbaiki
) baik | “menginput | redaksi menjadi
pertimbangan “menginput e-doc
hukum dan e-doc | putusan lengkap /e -
ke dalam SIPP” | ke dalam SIPP”
Aktivitas ke 16 Menambahkan |
“persyaratan/ persyaratan/
perlengakapan: perlengkapan
- berkas perkara | menjadi:
vang sudah BHT | - berkas perkara / .
-cheklist yang sudah BHT

- -cheklist




- Softcopy Berita
Acara Sidang dan
Putusan

2.

Tidak berjalan
dengan baik

|

Proses penyelesaian

Berjalan dengan

i perkara pidana tipiring | baik | Sudah sesuai )
| Tidak berjalan ' - /?,
dengan baik
Proses penyelesaian Berjalan dengan
perkara pidana tipiring | baik - ) '

& Tidak berjalan Sudah sesual | - A

dengan baik
Proses penanganan Berjalan dengan |
perkara tilang baik : .

7 Tidak berjalan SEpHISESua i £

dengan baik -
Permohonan upaya Berjalan dengan |
hukum banding baik B ;

B Tidak berjalan ! Hudaheespat - \ /Q,
dengan baik |

Permohonan upaya Berjalan dengan 'i
hukum kasasi baik I :

9. Tidak berjalan i Sudah sesuai - . ,f/

{ dengan baik | |
Permohonan upaya 1 ‘
hukum Peninjauan Berjalan dengan | .

10, Kembali baik Sudah sesuai - ’ £
Tidak berjalan -
dengan baik

Permohonan grasi Berjalan dengan |
baik .
11 Tidak berjalan Sudah sesuai - ;‘
dengan baik | | .
Permohonan Berjalan dengan Aktivitas ke 17 Menambahkan
praperadilan baik “persyaratan/ persyaratan/
perlengakapan: | perlengkapan
| - berkas perkara | menjadi: J >
yang sudah BHT | - berkas perkara
12 | -cheklist vang sudah BHT
i | ~cheklist
- Softcopy Berita
Acara Sidang dan
| | Putusan
Tidak berjalan
dengan baik i ]
Permintaan Berjalan dengan
permohonan baik
13] perpanjangan Tidak berjalan Sudah sesuai - %
penahanan oleh denoan baik _
penyidik dan PU : = i |
Permintaan Berjalan dengan
permohonan baik |
14| perpanjangan Tidak berjalan Sudah sesuai .
penahanan oleh PU dengan baik ﬂ,.
Permohonan ijin Berjalan dengan
persetujuan besuk baik 5
15 Tidak berjalan Sudah sesuai - Y
| dengan baik |7
Permintaan Berjalan dengan
permohonan baik
16| perpanjangan Sudah sesuai - |
penahanan ke Tidak berjalan L
pengadilan tinggi dengan baik




3

Penangguhan
penahanan perkara
pidana umum

Berjalan dengan
baik

Tidak berjalan
dengan baik

Sudah sesuai
|

Proses penyelesaian

Berjalan dengan

permohonan baik | : . . -
i ijin/persetujuan Tidak berjaian | a0 i i ] JE '
penggeledahan dengan baik i i = l
Proses penyelesaian ! Berjalan dengan , |
permehonan diversi [ baik j ah . | ‘ (
19 | Tidak berjalan | Sugahsesugl ‘ i I A, _
: | dengan baik '
Permohonan ijin | Berjalan dengan ‘ i 1
5 pembantaran pidana bz}ik : | Sudah sesuai l ) X 5
umum Tidak berjalan i
dengan baik | | | |
Pencabutan Berjalan dengan l Pada aktivitas ‘ Seharusnya | ‘
permohonan banding baik | vang terurut | aktifitas !
pidana umum | dalam SOP | dimasukkan ke /p |
belum terdapat dalam urutan 6 ‘ . ‘
| aktifitas dan 7 mengenai _
| “pemberitahuan | “pemberitahuan
i pencabutan l pencabutan I i
21 | permohonan l permohonan |
. | banding kepada ' banding kepada !
| Termohon Termohon |
Banding” Banding” dengan .
- | Pelaksana '
| “JSASP”
Tidak berjalan \
dengan baik } -
| Pencabutan Berjalan dengan | Pada aktivitas | Seharusnya
permohonan kasasi baik yang terurut ‘ aktifitas /g
pidana umum dalam SOP | dimasukkan ke .
befum terdapat dalam urutan 6
aktifitas ‘ dan 7 mengenai
“pemberitahuan | “pemberitahuan
- pencabutan ' pencabutan !
22 | permohonan | permohonan i
kasasi kepada ‘ banding kepada ]
Termohon Termohon '
| kasasi” kasasi” dengan |
Pelaksana i
“JS/ISP”
| Tidak berjalan ! j
dengan baik ) ) | _}
Pencabutan Berjalan dengan | Pada aktivitas Seharusnya |
permohonan PK pidana | baik | vang terurut | aktifitas
umum dalam SOP dimasukkan ke ¥4
belum terdapat dalam urutan 6 g
i aktifitas ! dan 7 mengenai
{ | “pemberitahuan | “pemberitahuan
23 pencabutan pencabutan
- permohonan PK | permchonan PK
kepada | kepada
Termohon PK” Termohon PK”
dengan Pelaksana
i - ! “JSISP”
Tidak berjalan
dengan baik . i \ \
Tjin/persetujuan Berjalan dengan ! !
penyitaan penyidik baik . | /. '
24 Tidak berjalan Sudah sesuai - ’ y ’
dengan baik | |
Permohonan | Berjalan dengan | : {
25 pengalihan q baik Sudah sesuai = 1 L 1




pennagguhan

| penahanan

Tidak berjalan
| dengan baik

Pinjam pakai barang
bukti

Berjalan dengan
baik

| Tidak berjalan
dengan baik

+ Sudah sesuai

[jin berobat

Berjalan dengan
baik

Tidak berjalan
dengan baik

|
1
]
|
|

Sudzh sesuai

penyelesaian perkara
pidana pemilu

Berjalan dengan
|_baik

Tidak berjalan
dengan baik

| Sudah sesual




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 'omor  TAPM.AOT

Tim AkreditasiPenjaminaniuiu Ravisi 01

FORM UNDANGAN RAPAT Tanggai 01-07-2021
KomplekPerkantoranGunungembang
KabupaterSarolangunPropinsi Jambi Halaman 10of 1

Website : www.pn-sarolangun.go.id

Sarolangun, 10 November 2021

Kepada Yth.

Panitera dan Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri Sarolangun
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kehadiran Bapak untuk menghadiri Rapat Monitoring Pelaksanaan SOP
Bagian Kepaniteraan Pidana yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 12 November 2021
Jam : 10.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak dapat menyiapkan agenda yang
menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat:

s Monitoring Pelaksanaan SOP Bagian Kepaniteraan Pidana

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan
terimakasih

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana
Pengadilan|Neggri Sarolangun

YOLA NINDIA UTAMI, S.H.
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Halaman 1 of 1

HARI / TANGGAL RAPAT JUMAT / 12 NOVEMBER 2021 KETERANGAN LAMPIRAN

LOKASI RAPAT R. MEDIASI DAFTAR HADIR

MULAI WAKTU RAPAT 10.00 WiB SELESAI 11.G0 INTERNAL MO
REVIEW SOP KEPANITERAAN BeriTandaberikut v
POKOK BAHASAN RAPAT PIDANA
PIMPINAN RAPAT 1 Yola Nindia Utami, S.H.
NOTULEN 2 Antonius Ringgo Y, S.H.
BAHASAN MATERI RAPAT
CATATAN KESTMPULAN

SOP 1. Proses penyelesaian
perkara pidana biasa dewasa

SOP 3. Proses penyelesaian
perkara pidana anak diversi gagail

SCOP 4. Proses penyeiesaian
perkara pidana singkat

Aktivias ke 19 “menginput periimbangan nukum dan e-acc Ke
dalam SIPP” /f Memperbazaiki redaksi menjadi “menginput e-
doc putusan lengkap ke daiam SIPP”

Aktivitas ke 21 “persyaratan/ periengakapan: - berkas
perkara yang sudzh BHT, - checkiist // Menambahkan
persyaratan/ perlengkapan menjadi : - berkas perkara yang
sudah BHT, - checkiist, - Soficopy Berita Acara Sidang dan
Putusan

Aktivtas ke 23 “menginput pertimbangan hukum dan e-doc ke
dalam SIPP” // Memperpaiki redaksi menjadi “menginput e-
doc putusan lengkap ke dalam SIPP

Aktivitas ke 24 “persyaraian/ periangakapan: - berkas
perkara yang sudah BHT, - checklist // Menambahkan
persyaratan/ periengkapan menjadi - - berkas perkara yang
sudah BHT, - checklist, - Softcopy Berita Acara Sidang dan
Putusan

Aktivitas ke 13 “persyaraian/ periengakapan: Puiusan FT /
Memperbaiki persyaratan/ perlenckapan menjadi “Putusan
PN®

Aktivitas ke 14 “persyaratan/ periengakapan: Putusan PT" /
Memperpaiki persyaratan/ perisngkapan menjzdi “Putusan
PN”

Aktivias ke 24 "menginput pertimbangan hukum dan e-doc ke
dalam SIPP” // Memperbaiki redaksi manjadi “menginpui e-
doc putusan lengkap ke dzlam SIPP”

Aktivitas ke 18 “persyaraian/ perisngakapan: - berkas
perkara yang sudan BHT, - checkliist // Menambankan



PENGADILAN NEGERI SARCLANGURN

Nomor TAPHLF.02

Tim AkreditasiPenjaminaniutu Revisi 04
FORNM NOTULEN RAPAT Tanggat 01-07-2021
KomplekPerkantoranGunungikembang )
KabupaterSarolangunPropinsi Jambi Halaman 10f 1

Website : www.pn-sarolangun.go.id

SOP 12. Permchanan
praperadilan

SOP 21. Pencabutan permohonan
oanding pidana umum

SOP 22. Pencabutan permohonan
kasasi pidana umum

SOP 23. Pencabutan permohgonan
PK pidana umum

persyaratan/ perlengkapan menjadi : - berkas perkara yang
sudah BHT, - chackiist, - Soficopy Berita Acara Sidang dan
Putusan

Aktivitas ke 17 “persyaraian/ periengakspan: - barkas
perkara yang sudan BHT, - checklist // Menambankan
persyaratan/ periengkapan menjadi : - berkas perkara yang
sudah BHT, - checklist, - Softcopy Berita Acara Sidang dan
Puiusan

Pada zktivitas yang terurut dalam SOF belum terdapat
aktifitas “pemberitahuan pencabutan permohonan banding
kepada Termohon Banding'// Senarusnya akiifiias
dimasukkan ke dalam urutan 6 dan 7 mengenai
“pemberitanuan pencabuian permononan banding

kepads Termechon Banding” dengan Peizksanz “JS/JSP”

Pada aktivitas yang terurut dalam SCP telum isrdspat
aktifitas “pemberitahuan pencabutan permohonan kasasi
kepada Termohen kasasi” // Seharusnya skiifitas dimasukkan
ke dalam urutan 6 dan 7 mengenai “pemberitahuan
pencabutan permohonan panding kepada Termohon kasasi
dengan Pelaksana “JS/JSP”

Padz aktivitas yang terurut dalam SOP belum terdzpat
aktifitas “pemberitanuan pencabutan permononan PK kepada
Termohon PK” [/ Seharusnyz akiifiias dimasukkan ke dalam
urutan 6 dan 7 mengenai “pemberitahuan pencabutan
permohonan PK kepada Termohen PK” dengan Pelaksana
“JS/ISP”
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SOP KEPANITERAAN
PIDANA
SEBELUM DIREVISI



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP : 1192/DJUIOT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN | : 12 Desember 2018
TGL. REVISI % s
TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2019

DISAHKAN OLEH

\\ ROSEQPENYELESNAN PERKARA

NAMA SOP ‘P'[DA A BiA.S'A (DEWASA)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANN-‘:-?’

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomar 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekrelariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 Tenlang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

7. Surat Keputusan Mahkamzh Agung RI Nomor
KMA/Q32/SK/IVI2007 tentang Pemberlakuan Buku I
lentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomaor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/MHMO02.3/2/2018 tenfang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Salu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. 81
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penahanan
2. SOP Permohonan ljin Pembantaran

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Register Perkara Pidana Biasa

i) N

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Biasa




| Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas| Staf PP | Panmud | Panmud [Panitera]Hakim] KPN Persyaratan/ Waktu Qutput
PTSP Pidana | Hukum Perlengkapan
1 | Penerimaan Berkas perkara + Berkas
berkas Checklist diterima/
perkara Tidak. kelengkapan Ekspedisi
< berkas 10 Chekiist yang
Tanda bukti | menit | sudah
pelimpahan ditandatangani
perkara petugas
2 | Meneliti Berkas Perkara Berkas
kelengkapan Ya L/ > Cek List Lengkap/tidak
berkas kelengkapan 10 lengkap
perkara, berkas menit | tanda terima
termasuk pelimpahan
Barang Bukti berkas
3 | Inputdata Berkas perkara Berkas
SIPP dan Komputer diterima dan
Penomoran < Koneksi LAN 30 | diberikan
perkara, SIPP menit | nomor perkara
pencatatan Buku  register
dalam_register induk
4 | Menyerahkan Berkas Perkara Ekspedisi
berkas > 5
perkara yang menit
sudah lengkap
5 | Penunjukan 4 Berkas perkara Penetapan
Majelis Hakim L_'l SIPP 20 | penunjukan
menit | Majelis/Hakim
6 | Penunjukan Y Berkas perkara penunjukan
Panitera L | SIPP 20 | PP
Pengganti menit
(PP)
7 | Pencatatan Berkas perkara Register
penunjukan Ej Penetapan 5 Manual
Hakim dan PP penunjukan menit
ke dalam Buku Hakim dan PP.
Register
8 | Penyerahan Berkas perkara Ekspedisi
berkas Penetapan
perkara
kepada Jr 5 "
Majelis Hakim men
untuk dibuat E_I_[
Penetapan
hari sidang
9 | Pembuatan { Berkas Penetapan
Penetapan llj SIPP penahanan
hari sidang 10 Dan
dan Menit | Penetapan
penahanan Hari Sidang
jika ada Pertama
10 | Menerima v Pen. Ekspedisi
berkas I _II Penahanan
perkara dari dan Harl
Hakim dan Sidang
mengirim
penetapan 5
kepada staf menit
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
11 | Proses Berkas Perkara | Max, |- BA Sidang
persidangan 5 - Putusan
Bulan
12 | Penyusunan X Berkas Perkara BA yang BA
Konsep BA sudah ditanda |harus
tanganioleh [seles.
120 Hakim dan PP |sebe
Menit lum
sidan
beriki




Pelaksana Mutu Baku K
Aktivitas  [Petugas| Staf PP | Panmud | Panmud |Panitera| Hakim| KPN Persyaratan/ Waktu Output
PTSP Pidana | Hukum Perlengkapan
Menyerahkan - Berkas Tanda terima
BA lengkap perkara penyerahan
untuk - BAlengkap 10 berkas
penyusunan - Ekspedisi Menit
Putusan penyerahan eni
berkas
Sidang . - Berkas Putusan yang
pengucapan ,—' Perkara 120 | sudah ditanda
putusan |J - Putusan Menit | tangani
Majelis
Pembuatan v - Berkas Petikan
petikan | Perkara 30 Putusan
putusan I_.J - Putusan Menit
Penyampaian - Petikan - Ekspedisi Pen
petikan dan Putusan Siap - Tanda terima |amg
salinan dikirim penyampaian |an
putusan kpd 120 petikan/ Peti
Penyidik, JPU, Menit salinan an
Terdakwa dan putt
Lapas Lﬁ an
1x2:
Menyerahkan - Berkas Tanda terima
berkas — perkara penyerahan
perkara / - Cheklist 15 berkas
Minutasi kelengkapan :
berkas Menit
- Buku
Ekspedisi
Menginput - Putusan 30 Amar dan
amar dan - SIPP Menit |tanggal putusan
tanggal lengkap
putusan
kedalam SIPP
Menginput - Pertimbangan 60 Pertimbangan
pertimbangan A Hukum Menit |Hukum dan
hukum dan e- - Putusan e-doc putusan
doc kedalam - SIPP lengkap
SIPP
Menginput - SIPP Data terinput
tanggal - Buku Register ke sipp dan
minutasi pada Ej 10 tercatat di
SIPP dan Menit register
dicatat dalam manual
register
manual
Menyerahkan - Berkas -BA Penyerahan
berkas ke Perkara yang berkas
Panmud sudah 10  |-Arsip perkara
Hukum ( ) Berkekuatan menit
Hukum tetap
- _Cheklist




SOP KEPANITERAAN
PIDANA
SETELAH DIREVISI
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No.SOP
Tql.
Pembuatan
MAHKAMAH AGUNG R.L. Tgl. Revisi
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II .
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Tgl. Efektif
Kabupaten Sarolangun Disahkan
Oleh

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Sarolangun

A

DEKA DIANA

01. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA DEWASA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1
2.

SOP Penahanan
SOP Permohonan ljin Pembantaran

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Perkara Pidana Biasa

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Biasa




| Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas| Staf PP | Panmud | Panmud |PaniteralHakim| KPN Persyaratan/ Waktu Cutput
PTSP Pidana Hukum Perlengkapan
1 | Penerimaan Berkas perkara b Berkas
berkas Checklist diterima/
perkara kelengkapan Ekspedisi
< Tdak berkas 10 | Cheklist yang
Tanda bukti | menit | sudah
pelimpahan ditandatangani
perkara pelugas
2 | Meneliti v Berkas Perkara Berkas
kelengkapan Ya > Cek List Lengkap/tidak
berkas kelengkapan 10 lengkap
perkara, berkas menit | tanda terima
termasuk pelimpahan
Barang Bukti berkas
3 | Input data Berkas perkara Berkas
SIPP dan Komputer diterima dan
Penomoran < Koneksi LAN 30 diberikan
perkara, SIPP menit | nomor perkara
pencatatan Buku  register
dalam register induk
4 | Menyerahkan Berkas Perkara Ekspedisi
berkas > 5
perkara yang menit
sudah lengkap
5 | Penunjukan 4 Berkas perkara Penetapan
Majelis Hakim 'Jl_:l SIPP 20 | penunjukan
menit | ppajelis/Hakim
6 | Penunjukan Y Berkas perkara penunjukan
Panitera ] SIPP 0 |PP
Pengganti ;
menit
(PP)
7 | Pencatatan Berkas perkara Register
penunjukan Ej Penetapan 5 Manual
Hakim dan PP penunjukan et
ke dalam Buku Hakim dan PP.
Register
8 | Penyerahan Berkas perkara Ekspedisi
berkas Penetapan
perkara
kepada v 5
Majelis Hakim menit
untuk dibuat D
Penetapan
hari sidang
8 | Pembuatan 5 Berkas Penetapan
Penetapan 'JI__] SIPP penahanan
hari sidang 10 Dan
dan Menit | Penetapan
penahanan Hari Sidang
jika ada Pertama
10 | Menerima y Pen. Ekspedisi
berkas | —ll Penahanan
perkara dari dan Hari
Hakim dan Sidang
mengirim
penetapan 5
kepada staf menit
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
11 | Proses Berkas Perkara Max. |- BA Sidang
persidangan i I 5 - Putusan
Bulan
12 | Penyusunan v Berkas Perkara BA yang BA
BA Konsep BA sudah ditanda |harus
tangani oleh selesai
120 Hakim dan PP [sebe
Menit lum
sidang
berikut
nya

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud . 5 Persyaratan/ Waktu | Output
PTSgP st eP Pidana Hukum Fanitera. | Hakiex | KEN Perlengkapan

13 | Menyerahkan - berkas 10 Tanda terima
BA lengkap perkara menit | penyerahan
untuk l - BA lengkap berkas
penyusunan - Ekspedisi
Putusan penyerahan

berkas

14 | Sidang v - berkas 120 Putusan
pengucapan perkara menit | yang sudah
putusan - Putusan ditanda
Majelis tangani

15 | Pembuatan - berkas 30 Petikan
petikan y perkara menit | putusan
putusan - Putusan

16 | Penyampaian - Petikan 120 - Ekspedisi
petikan dan - Putusan siap menit | - Tanda
Salinan dikirim terima
putusan penyampai
kepada an petikan/
Penyidik, salinan
JPU,

Terdakwa,
dan Lapas

17 | Menyerahkan - berkas 15 Tanda terima
berkas Y perkara menit | penyerahan
perkara/ - cheklist berkas
Minutasi kelengkapan

berkas
- buku
ekspedisi

18 | Menginput - putusan 30 Amar dan
amar dan - SIPP menit | tanggal
tanggal v putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP

19 | Menginput e- - Pertimbangan 60 e-doc
doc putusan v hukum menit | putusan
ke dalam - Putusan yang
SIPP - SIPP dibacakan

lengkap

20 | Menginput - SIPP 10 Data terinput
tanggal - Buku menit | ke SIPP dan
minutasi Register tercatat di
pada SIPP register
dan dicatat v manual
dalam
register
Manual :

21 | Menyerahkan - Berkas 10 - BA
berkas ke b perkara yang menit Penyeraha
Panmud sudah n berkar
Hukum berkekuatan - Arsip

hukum tetap perkara
- Cheklist
- Soft copy BA

Sidang dan

Putusan




